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L
imbah pangan menyumbang 7,3% emisi gas rumah kaca 

(GRK) setiap tahun di Indonesia. Jumlah makanan yang 

hilang dan terbuang di Indonesia setiap tahun antara 

tahun 2000 dan 2019 dapat memberi makan sekitar 29-47% dari 

populasi (61-125 juta orang). Reformasi kebijakan dan insentif 

fiskal dapat mengurangi food loss & waste (FLW) dan emisi 

GRK, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan memberi 

manfaat bagi alam. Lanskap kebijakan saat ini memberikan 

peluang untuk mengurangi FLW. Namun, terdapat kebutuhan 

untuk memperkuat implementasi, maupun penegakan dan 

pemantauan. Isu tersebut memberikan gambaran umum 

tentang studi kebijakan yang dilakukan oleh Kemitraan PBB 

untuk Aksi Ekonomi Hijau (PAGE). Studi ini mengeksplorasi 

berbagai kebijakan termasuk fiskal pada FLW di Jawa Barat serta 

mengidentifikasi reformasi kebijakan yang diperlukan untuk 

mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan dan sirkular 

yang meminimalkan FLW sambil mempromosikan pembangunan 

rendah karbon.

Mengurangi FLW: Kunci untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan
 
Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, adalah salah 

satu negara agraris terbesar di Asia. Kewajiban negara untuk 

memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang berjumlah 262 

juta orang memerlukan keseimbangan beberapa prioritas, 

seperti mengatasi masalah seputar hasil panen, hilangnya lahan 

pertanian utama karena urbanisasi yang cepat, penurunan 

jumlah petani, dan kebutuhan untuk memperhitungkan 

perubahan iklim serta pengelolaan sumber daya alam langka 

dengan lebih baik. Penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 

319 juta orang pada tahun 2045 (BPS, 2018a) dengan kelompok 

Tujuan SDG 12.3 tentang pengurangan 
food loss waste (FLW) harus dimasukkan 
sebagai indikator dalam rencana 
pembangunan nasional dan regional 
dalam rangka Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) dan pengurangan 
emisi gas rumah kaca (GRK).

Pembuat kebijakan harus 
mengidentifikasi insentif fiskal untuk 
pengurangan FLW dan disinsentif 
untuk timbulnya FLW serta memastikan 
penegakan dan pemantauan yang tepat.

Untuk memantau kemajuan pengurangan 
emisi GRK dari pengurangan FLW, 
pengumpulan data yang harmonis 
dan teliti untuk mengukur FLW harus 
didukung oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Pendekatan sistem diperlukan untuk 
mengurangi FLW, dilakukan melalui 
perencanaan sistem pangan sirkular, 
memperpendek rantai pasokan pangan, 
dan investasi infrastruktur pangan lokal 
dalam sistem pangan berkelanjutan di 
mana siklus nutrisi dapat dihubungkan 
kembali.

Pembuat kebijakan harus mendorong 
inovasi, penelitian dan pengembangan 
serta kolaborasi lintas sektoral dan 
multi-pemangku kepentingan untuk 
mengurangi FLW secara efektif.

POIN KEBIJAKAN
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 
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2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 
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pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).
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dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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Mengurangi limbah: Membuang makanan 
masih terlalu murah murah – diperlukan 
insentif dan disinsentif yang jelas

Secara umum, biaya bulanan untuk pembuangan sampah 

cukup murah sehingga hanya ada sedikit insentif untuk 

mengurangi sampah. Misalnya, rumah kelas 6 (kelas 

tertinggi—didefinisikan sebagai rumah dengan kapasitas 

listrik 6600 VA (volt, ampere), luas tanah lebih dari 500 

m2, dan luas bangunan lebih dari 350 m2) hanya dikenakan 

biaya Rp. 20.000/ bulan (US$1,38 per 15 Juli 2021). Retribusi 

ini tidak didasarkan pada volume sampah tetapi hanya 

pada ukuran rumah. Biaya yang harus dibayar pemilik 

bisnis untuk membuang limbah makanan ke TPA juga 

lebih rendah daripada mengalihkan limbah untuk tujuan 

yang lebih berkelanjutan seperti kompos, pakan ternak, 

atau penguraian secara anaerobik. Meskipun hampir 

semua kebijakan yang menangani pengelolaan sampah 

di Indonesia memperhatikan pentingnya pengurangan 

sampah, termasuk target pengurangan sampah sebesar 

30%, masih diperlukan tindakan tegas dan jelas di 

lapangan untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan sampah 

di tingkat nasional mengidentifikasi pemerintah daerah 

sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk membiayai 

pengelolaan sampah, serta menerapkan insentif dan 

disinsentif demi mencapai tujuan pengurangan sampah. 

Tanggung jawab ini juga diakui oleh pemerintah daerah, 

melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Pada 

kenyataannya, tidak ada insentif atau disinsentif keuangan 

yang jelas untuk mengatasi masalah limbah makanan, 

dengan sebagian besar inisiatif berfokus pada peningkatan 

kesadaran. (sebagai contoh, lihat https://www.kangpisman.

com). Inisiatif saat ini yang berfokus pada pembuatan 

kompos membutuhkan lebih banyak dukungan untuk 

memanfaatkan produk akhir untuk tujuan landscaping atau 

pertanian. Meskipun kebijakan yang ada menyediakan 

kerangka kerja yang memungkinkan untuk mengatasi 

biaya murah dari “business as usual”, yaitu membuang 

limbah makanan di TPA, akan tetapi kebijakan ini belum 

diterapkan. Diperkirakan jika Indonesia mempertahankan 

status quo ini, maka pada tahun 2045 jumlah FLW akan 

mencapai 344 kg per kapita/tahun (BAPPENAS, 2021). 

Untuk membantu memfasilitasi penciptaan insentif dan 

disinsentif fiskal yang jelas, diperlukan pengumpulan data 

yang cermat dan selaras untuk mengukur kehilangan dan 

pemborosan makanan.

Mencapai Tujuan SDG 12.3 dan 
menyelaraskan kebijakan dari tingkat 
nasional ke daerah

Meskipun lanskap kebijakan Indonesia menawarkan 

landasan maupun visi untuk sistem pangan berkelanjutan 

dan pengurangan FLW, kebijakan nasional dan daerah belum 

tentu selaras, dan tidak secara eksplisit membahas Target 

SDG 12.3 untuk “mengurangi hingga setengahnya limbah 

pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen 

serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai 

produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca 

panen” (FAO, 2018). Terdapat pedoman kebijakan yang jelas 

untuk mengembangkan rencana aksi daerah dan nasional 

untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB ) yang dapat berfungsi 

sebagai kerangka kerja untuk mendorong pengurangan 
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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Mengurangi limbah: Membuang makanan 
masih terlalu murah murah – diperlukan 
insentif dan disinsentif yang jelas

Secara umum, biaya bulanan untuk pembuangan sampah 

cukup murah sehingga hanya ada sedikit insentif untuk 

mengurangi sampah. Misalnya, rumah kelas 6 (kelas 

tertinggi—didefinisikan sebagai rumah dengan kapasitas 

listrik 6600 VA (volt, ampere), luas tanah lebih dari 500 

m2, dan luas bangunan lebih dari 350 m2) hanya dikenakan 

biaya Rp. 20.000/ bulan (US$1,38 per 15 Juli 2021). Retribusi 

ini tidak didasarkan pada volume sampah tetapi hanya 

pada ukuran rumah. Biaya yang harus dibayar pemilik 

bisnis untuk membuang limbah makanan ke TPA juga 

lebih rendah daripada mengalihkan limbah untuk tujuan 

yang lebih berkelanjutan seperti kompos, pakan ternak, 

atau penguraian secara anaerobik. Meskipun hampir 

semua kebijakan yang menangani pengelolaan sampah 

di Indonesia memperhatikan pentingnya pengurangan 

sampah, termasuk target pengurangan sampah sebesar 

30%, masih diperlukan tindakan tegas dan jelas di 

lapangan untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan sampah 

di tingkat nasional mengidentifikasi pemerintah daerah 

sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk membiayai 

pengelolaan sampah, serta menerapkan insentif dan 

disinsentif demi mencapai tujuan pengurangan sampah. 

Tanggung jawab ini juga diakui oleh pemerintah daerah, 

melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Pada 

kenyataannya, tidak ada insentif atau disinsentif keuangan 

yang jelas untuk mengatasi masalah limbah makanan, 

dengan sebagian besar inisiatif berfokus pada peningkatan 

kesadaran. (sebagai contoh, lihat https://www.kangpisman.

com). Inisiatif saat ini yang berfokus pada pembuatan 

kompos membutuhkan lebih banyak dukungan untuk 

memanfaatkan produk akhir untuk tujuan landscaping atau 

pertanian. Meskipun kebijakan yang ada menyediakan 

kerangka kerja yang memungkinkan untuk mengatasi 

biaya murah dari “business as usual”, yaitu membuang 

limbah makanan di TPA, akan tetapi kebijakan ini belum 

diterapkan. Diperkirakan jika Indonesia mempertahankan 

status quo ini, maka pada tahun 2045 jumlah FLW akan 

mencapai 344 kg per kapita/tahun (BAPPENAS, 2021). 

Untuk membantu memfasilitasi penciptaan insentif dan 

disinsentif fiskal yang jelas, diperlukan pengumpulan data 

yang cermat dan selaras untuk mengukur kehilangan dan 

pemborosan makanan.

Mencapai Tujuan SDG 12.3 dan 
menyelaraskan kebijakan dari tingkat 
nasional ke daerah

Meskipun lanskap kebijakan Indonesia menawarkan 

landasan maupun visi untuk sistem pangan berkelanjutan 

dan pengurangan FLW, kebijakan nasional dan daerah belum 

tentu selaras, dan tidak secara eksplisit membahas Target 

SDG 12.3 untuk “mengurangi hingga setengahnya limbah 

pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen 

serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai 

produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca 

panen” (FAO, 2018). Terdapat pedoman kebijakan yang jelas 

untuk mengembangkan rencana aksi daerah dan nasional 

untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB ) yang dapat berfungsi 

sebagai kerangka kerja untuk mendorong pengurangan 
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nasional ke daerah
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SDG 12.3 untuk “mengurangi hingga setengahnya limbah 

pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen 

serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai 

produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca 

panen” (FAO, 2018). Terdapat pedoman kebijakan yang jelas 

untuk mengembangkan rencana aksi daerah dan nasional 

untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB ) yang dapat berfungsi 

sebagai kerangka kerja untuk mendorong pengurangan 
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FLW. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan Target 

12.3 sebagai indikator dalam rencana aksi ini serta dalam 

rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 

dan daerah (RPJMD). Saat ini, Target 12.3 belum termasuk 

sebagai prioritas dalam Matriks Kegiatan dan Program 

Pemerintah di dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas No. 7 Tahun 2018. Pencantuman Target 12.3 

sebagai indikator pembangunan akan memungkinkan FLW 

menjadi salah satu capaian yang didukung secara fiskal 

dalam anggaran nasional dan daerah. Target 12.3 juga dapat 

dipasangkan dengan kebijakan fiskal untuk mendukung 

penelitian dan pengembangan untuk mengurangi FLW, 

yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 153/2020 

tentang Pemberian Pengurangan Pendapatan Bruto untuk 

Kegiatan Penelitian.

Memperkuat sistem pangan lokal 
terintegrasi yang meminimalkan FLW serta 
kelembagaan

Untuk memperkuat dukungan kebijakan pengurangan 

FLW di Indonesia dan Jawa Barat, diperlukan pendekatan 

terpadu, kolaboratif dan multi-sektoral, seperti yang 

diidentifikasi oleh Kelompok Kerja PB regional dan nasional 

(Pokja TPB), untuk memecahkan silo kebijakan antara 

badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas 

FLW (misalnya Kementerian/Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kementerian/Dinas yang menangani Ketahanan Pangan). 

Meningkatkan pendekatan sistem pangan lokal terpadu 

yang meminimalkan FLW, mendukung keanekaragaman 

hayati, mengurangi emisi GRK, mendorong kesehatan 

dan kesejahteraan, serta mendukung mata pencaharian 

ekonomi yang adil adalah bagian dari keseluruhan 

strategi yang diperlukan untuk mencapai Target 12.3. Di 

Kota Bandung, Jawa Barat, program pertanian perkotaan 

terpadu Buruan Sae berupaya melakukan hal ini dengan 

mempromosikan produksi pangan lokal, hubungan pasar 

langsung, dan pemanfaatan kompos. Meningkatkan inisiatif 

semacam ini dengan menyediakan infrastruktur dan sumber 

daya yang dibutuhkan dapat membantu menciptakan 

ekonomi pangan yang lebih melingkar, meningkatkan 

peluang pekerjaan ramah lingkungan, dan mendukung 

pembangunan rendah karbon. 

Strategi dan reformasi kebijakan yang 
diperlukan untuk mengurangi FLW

Studi kebijakan UN PAGE (Soma, 2021), informasi dari 

kelompok diskusi pemangku kepentingan, wawancara dan 

pertemuan pemangku kepentingan multi-sektoral yang 

diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada 

1 Juli 2021, telah mengidentifikasi sembilan rekomendasi 

umum untuk mengurangi FLW:

1. Memperbarui peraturan presiden dan menteri tentang 

pengurangan emisi GRK dan TPB untuk secara 
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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eksplisit memasukkan food loss and waste (FLW), dan 

memasukkan Target SDG 12.3 sebagai indikator dalam 

rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 

dan panjang nasional dan daerah (RPJMD).

2. Memasukkan dukungan untuk pengurangan FLW 

baik dalam anggaran nasional dan daerah untuk 

Rencana Aksi Nasional dan Daerah tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (RAN/D_TPB), Rencana 

Aksi Nasional dan Daerah tentang pengurangan emisi 

GRK (RAN/D-GRK), Rencana Aksi Nasional dan Daerah 

tentang Pembangunan Rendah Karbon (RAN/D_PRK) 

maupun Rencana Aksi Nasional dan Daerah tentang 

Pangan dan Gizi (RAN/D_PG).

3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur 

pascapanen dan penyuluhan pertanian untuk 

meningkatkan kualitas beras, mengurangi kehilangan 

dan meningkatkan efisiensi produksi pangan, serta 

memberikan dukungan pemasaran yang lebih baik 

bagi petani.

4. Meningkatkan aksesibilitas program asuransi 

petani untuk melindungi petani dari kerugian akibat 

meningkatnya ketidakpastian iklim dan ekonomi; dan 

aksesibilitas Program Kredit Rakyat untuk mendukung 

petani dan pedagang pasar makanan skala kecil-

menengah untuk berinvestasi pada alat dan peralatan 

pengurangan makanan dan pengurangan limbah.

5. Mempersingkat rantai pasokan pangan dengan 

meningkatkan logistik distribusi dan praktik 

pergudangan yang baik (khususnya praktik 

pengadaan dan penyimpanan beras Bulog) sekaligus 

meningkatkan infrastruktur penyimpanan di terminal 

agribisnis pangan dan pasar tradisional serta 

memperkuat hubungan langsung dari petani ke pasar.

6. Memberikan insentif untuk pengurangan limbah 

makanan dan disinsentif untuk menghasilkan limbah 

makanan di seluruh rantai pasokan makanan dan 

memastikan pengukuran food loss and waste yang 

akurat.

7. Mendukung advokasi, pendidikan, dan penelitian & 

pengembangan dalam pengurangan food loss and 

waste.

8. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang perlunya 

mengurangi konsumsi beras yang berlebihan dan 

diversifikasi makanan untuk mengurangi limbah 

makanan, dan tentang perbaikan gizi melalui Rencana 

Aksi Nasional dan Daerah tentang Pangan dan Gizi.

9. Mengintegrasikan pertimbangan sistem pangan ke 

dalam proses perencanaan pangan oleh pemerintah 

untuk mempromosikan ekonomi pangan yang 

melingkar antara masyarakat, lingkungan tempat 

tinggal dan daerah, seperti melalui program Buruan 

Sae.
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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eksplisit memasukkan food loss and waste (FLW), dan 

memasukkan Target SDG 12.3 sebagai indikator dalam 

rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 

dan panjang nasional dan daerah (RPJMD).

2. Memasukkan dukungan untuk pengurangan FLW 

baik dalam anggaran nasional dan daerah untuk 

Rencana Aksi Nasional dan Daerah tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (RAN/D_TPB), Rencana 

Aksi Nasional dan Daerah tentang pengurangan emisi 

GRK (RAN/D-GRK), Rencana Aksi Nasional dan Daerah 

tentang Pembangunan Rendah Karbon (RAN/D_PRK) 

maupun Rencana Aksi Nasional dan Daerah tentang 

Pangan dan Gizi (RAN/D_PG).

3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur 

pascapanen dan penyuluhan pertanian untuk 

meningkatkan kualitas beras, mengurangi kehilangan 

dan meningkatkan efisiensi produksi pangan, serta 

memberikan dukungan pemasaran yang lebih baik 

bagi petani.

4. Meningkatkan aksesibilitas program asuransi 

petani untuk melindungi petani dari kerugian akibat 

meningkatnya ketidakpastian iklim dan ekonomi; dan 

aksesibilitas Program Kredit Rakyat untuk mendukung 

petani dan pedagang pasar makanan skala kecil-

menengah untuk berinvestasi pada alat dan peralatan 

pengurangan makanan dan pengurangan limbah.

5. Mempersingkat rantai pasokan pangan dengan 

meningkatkan logistik distribusi dan praktik 

pergudangan yang baik (khususnya praktik 

pengadaan dan penyimpanan beras Bulog) sekaligus 

meningkatkan infrastruktur penyimpanan di terminal 

agribisnis pangan dan pasar tradisional serta 

memperkuat hubungan langsung dari petani ke pasar.

6. Memberikan insentif untuk pengurangan limbah 

makanan dan disinsentif untuk menghasilkan limbah 

makanan di seluruh rantai pasokan makanan dan 

memastikan pengukuran food loss and waste yang 

akurat.

7. Mendukung advokasi, pendidikan, dan penelitian & 

pengembangan dalam pengurangan food loss and 

waste.

8. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang perlunya 

mengurangi konsumsi beras yang berlebihan dan 

diversifikasi makanan untuk mengurangi limbah 

makanan, dan tentang perbaikan gizi melalui Rencana 

Aksi Nasional dan Daerah tentang Pangan dan Gizi.

9. Mengintegrasikan pertimbangan sistem pangan ke 

dalam proses perencanaan pangan oleh pemerintah 

untuk mempromosikan ekonomi pangan yang 

melingkar antara masyarakat, lingkungan tempat 

tinggal dan daerah, seperti melalui program Buruan 

Sae.
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.

Reformasi Kebijakan untuk Mengurangi Food Loss & Waste dan Mendukung Implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Jawa Barat-Indonesia

3

berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  
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berpenghasilan menengah diproyeksikan mewakili 70% 

(223 juta orang) dari populasi pada tahun 2045 (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2019). 

Memastikan ketahanan pangan sangat penting karena 

Indonesia menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga 

beban kekurangan gizi”, di mana malnutrisi dan kekurangan 

gizi terjadi bersamaan dengan kelebihan gizi (IIED, 

2019). Diperkirakan 26 juta orang Indonesia menghadapi 

kerawanan pangan dan hidup di bawah garis kemiskinan 

pada tahun 2018 (Asian Development Bank, 2019; Arifin et 

al., 2018).

Di tengah perjuangan negara untuk melawan kerawanan 

pangan, diperkirakan terdapat 115-184 kg makanan yang 

hilang dan terbuang per kapita per tahun di Indonesia 

antara tahun 2000 dan 2019.

Dampak ekonomi dari limbah ini adalah sekitar Rp 213-

551 triliun per tahun. Limbah makanan diperkirakan 

menghasilkan 1702,9 Mt CO2 antara tahun 2000 dan 2019 

(BAPPENAS, WRI, UK Aid Foundation & Waste4Change, 

2021). 

Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas 

penting oleh pemerintah pusat untuk lebih memahami 

lanskap kebijakan daerah (termasuk kebijakan fiskal) dan 

mengeksplorasi kemungkinan reformasi untuk mengurangi 

FLW. Jawa Barat adalah produsen beras terbesar ketiga 

di Indonesia (dikenal sebagai “lumbung padi” Indonesia) 

dan provinsi terpadat dengan lebih dari 49 juta orang 

(17% penduduk Indonesia) . Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat berkomitmen untuk menjadi “provinsi hijau” pada 

tahun 2025 melalui upaya investasi ekonomi hijau dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi ini 

juga telah menyatakan komitmennya terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB di bawah Rencana 

Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai fakta tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat 

sebagai wilayah yang ideal untuk menjajaki peluang 

reformasi kebijakan untuk mengurangi FLW. 

Mengurangi kehilangan pangan di 
Jawa Barat: Meningkatkan efisiensi dan 
infrastruktur serta menggunakan kembali 
subsidi input

Banyak arahan kebijakan untuk meningkatkan produksi 

pangan dan memastikan swasembada pangan, yang 

hanya berfokus hampir secara eksklusif pada panen, tetapi 

mengabaikan kebutuhan untuk mengatasi efisiensi dan 

Jenis-Jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Jumlah Unit yang Didukung -Nasional Jumlah Unit yang Didukung di Jawa Barat 

Produksi 233,688 (total unit) 22,953 (unit)

Traktor roda 2 (2016-2020) 118,817 11,944

Traktor roda 4 (2016-2020) 7596 313

Mesin tanam padi (2020) 19,309 1142

Pompa air (2016-2020) 87,966 9554

Pasca panen padi (2019-2020) 7814 (unit) 1021 (unit)

Mesin perontok 5992 939

Mesin pemanen 132 10

Mesin penuai 1427 52

Penggilingan 108 22

Pengering 155 9

 Tabel 1: Jumlah unit alat dan mesin pertanian yang didukung di tingkat nasional dan daerah.

Isu-Isu Utama Kebijakan 
FLW di Jawa Barat

1. Kurangnya dukungan regulasi dan anggaran yang 
eksplisit untuk pengurangan FLW.

2. Terlalu berfokus pada peningkatan panen untuk 
swasembada pangan tanpa mempertimbangkan 
pengurangan kehilangan pangan.

3. Kesenjangan dalam sumber daya keuangan yang 
memungkinkan penghidupan yang lebih baik bagi 
petani dan usaha makanan kecil-menengah.

4. Kurangnya sumber daya pendidikan, pengumpulan 
data yang akurat, dan penelitian tentang FLW.

5. Tarif pembuangan sampah yang murah, serta tidak 
adanya insentif dan disinsentif yang jelas.

6. Rantai pasok yang sangat panjang 
dengan banyak perantara, 
serta logistik distribusi, dan 
penyimpanan yang buruk.
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mengurangi kehilangan. Dengan mengurangi kehilangan, 

target pemerintah untuk peningkatan produksi pangan 

dapat terpenuhi tanpa meningkatkan penggunaan 

input, seperti air, pupuk kimia, pestisida, energi dan lain-

lain. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DTPH) Jawa Barat 2018-2023 mencatat bahwa dengan 

menggunakan combine harvester, limbah pascapanen 

dapat dikurangi dari 10% menjadi 3% (DTPH, 2019). Seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah, mesin pascapanen hanya 

menyumbang 3,2% dari dukungan pemerintah pusat dan 

4,4% dari dukungan pemerintah daerah, dengan hanya 

9 mesin pengering yang dialokasikan untuk provinsi. 

Dampak dari kurangnya mesin pengering adalah biaya 

yang mahal karena meningkatnya kehilangan pascapanen 

akibat kandungan air yang tinggi dalam gabah. Minimnya 

alat pengering juga berdampak pada petani karena kualitas 

beras yang mereka hasilkan tidak akan memenuhi ambang 

batas Harga Pembelian Beras (HPP) pemerintah. 

Pemerintah juga cenderung berfokus pada peningkatan 

panen melalui penyediaan pupuk, pestisida, benih dan 

penyuluhan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat 

80/2014 tentang Peningkatan Produksi Pertanian Perikanan 

Kehutanan di Jawa Barat. Namun, penyuluhan tidak boleh 

hanya dilakukan untuk meningkatkan panen. Pemangku 

kepentingan pemerintah dan mitra pembangunan yang 

terlibat dalam studi UN PAGE mencatat kesenjangan besar 

dalam dukungan penyuluhan, terutama yang berkaitan 

dengan dukungan pascapanen, pengurangan kehilangan, 

dan dukungan pemasaran. Survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017 menemukan bahwa 70,72% rumah tangga 

petani tidak mendapat dukungan penyuluhan (BPS, 2017). 

Dalam dokumen Renstra DTPH Jawa Barat (2018-2023), 

jumlah penyuluh yang diproyeksikan untuk provinsi dari 

2018 hingga 2023 tetap sama, yaitu sebanyak 2.203 

pekerja (DTPH, 2019). Rendahnya jumlah penyuluh akan 

mempersulit upaya memberikan sosialisasi dan sumber 

daya kepada petani terkait pengurangan kehilangan 

pangan.

Gambar 1. Proyeksi emisi CO2 dari penggunaan pupuk 
urea 2010-2030 di Jawa Barat (sumber: Revisi Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca 2018)
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Selain kesenjangan dalam penyuluhan dan dukungan 

infrastruktur untuk produksi dan penyimpanan pascapanen, 

Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah 

memberikan penekanan pada dukungan fiskal untuk 

subsidi pupuk kimia—strategi yang tidak mendukung tujuan 

strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI). 

Pemerintah telah memproyeksikan peningkatan emisi 

GRK melalui pelipatgandaan penggunaan pupuk urea, dari 

1.056,65 ton pada tahun 2021 menjadi 3.144,49 ton pada 

tahun 2030 (Gambar 1). Terdapat juga dampak dari pupuk 

berbasis nitrogen (N2O) dan pupuk lainnya. Dukungan pupuk 

membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Sebagai 

contoh, PT. Pupuk Indonesia menerima subsidi pemerintah 

sebesar Rp 31,15 triliun pada tahun 2017, yang pada saat 

itu merupakan subsidi non-energi terbesar (Wihardja, 

2019). Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan 8,2 

juta ton pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada pos anggaran 

untuk belanja ini (Kementerian Keuangan, 2021). Subsidi 

untuk pupuk kimia dan pestisida dapat digunakan untuk 

mendukung produksi pupuk organik melalui pemanfaatan 

sisa makanan yang lebih baik (contoh: kascing, kompos), 

dan untuk mendukung infrastruktur pascapanen lainnya. 

Fokus pada pengurangan kehilangan pascapanen secara 

tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan 

emisi GRK terutama melalui pengurangan pupuk kimia 

(ADB, 2019; Wihardja, 2019). Peningkatan produksi beras 

tanpa dukungan dan infrastruktur pascapanen yang 

memadai merupakan masalah dan akan menyebabkan 

emisi GRK sekaligus pemborosan sumber daya alam.  



Indonesia has made significant progress in mainstreaming 
green economy activities into the country’s macroeconomic 
and national development plans. The country has also 
increased their global climate commitments – including 
setting a net zero emissions target by 2060. However, the 
energy sector in Indonesia remains the country’s second-
largest carbon emitter, with national power generation 
being highly dependent on fossil fuels – particularly coal. As 
such, energy transition is a critical mechanism to achieving 
Indonesia’s climate targets and green economy ambitions.  

Energy transition will, however, create significant 
employment changes in the energy and electricity sectors. 
In the face of such changes, developing a supportive policy 
ecosystem to enable future green jobs growth and to ensure 
a Just Transition is critical. This green jobs policy readiness 
assessment aims to develop a baseline perspective of 
current green jobs and Just Transition policy frameworks in 
Indonesia, with a focus on the energy sector. To this end, 
the report explores recommendations for measures aimed 
at supporting the labour market, from both the supply and 
demand sides, as well as for overarching measures that will 
promote the enabling environment needed to ensure a Just 
Transition process.
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